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GUBERNUR K4

Y

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR -4  TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI

TAHUN 2021-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18- ayat @ |

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu" .

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum -
Energi Daerah Provinsi Tahun 2021-2050;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeua Repubhk :' g o

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 -_'é-terlf;:aﬁ_g'_'_'-

Pembentukan  Daerah-Daerah  Otomom  Provinsi .

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan .dan K&ii_r‘n‘aﬁtahf :

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia .’_I‘éhiiri 1956 e L

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk S

Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tenta;ng Perai:uran_f o : a
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negala Republlk'__:'.'

Indonesia Tahun1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 _'téﬁtéﬁri_g‘_::-____;.':.'. b
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik .Iﬁd.dheéié;_:-i-:_';":_ -

Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lémbaran Negara o i
Republik Indonesia Nomor 3676) sebagaimana- telah |
diubah dengan Undang-Undang Nomor '11"Tah‘i‘m"20230“-'_'_':'--:"':'f:' T
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negdra Repubhk Indt)nema:';;t

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);




10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 i:é1ijiﬁaﬁ_g 'ij_a.I”ica%};a.f'-f’ .
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tatiun 2005

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PR(DVINSI KALIMANTAN.BARA-

Menetapkan

11. Peraturan Pememntah Nomol '7 0 "I‘ahun 2009 ten‘ta;ng
Konservasi Bnerg1 (Lembaran Negara Repubhk Indonesi”
Tahun 2009 Nomor 171 Tambahan Lembaran Neg&na
Republik Indonesm Nomor 5083) ' o ey

12. Peraturan Pememntah Nomor 79 Tahun 2014 tentang'.‘ 28

Keszakan Energl Nasmnal

(Lembaran Negara ':'Rep <

Umumn EnergL Nasmnal (Lembaran

Indonesia ‘I‘ahun 2(}1’7 Nomor 43)

Dalam Negem Nomor 80 Tahun 2015 Tenta:m' Pem
Produk . Hukum ‘Daerah: (Berﬂa Negara __Re"': ubhk 1
Tahun 2019 Nemm 15’7) Sl

Dengan’ ]f’e: setujuan Bersama
GUBERNUR KALIMANTM'_B‘ARA{;"-**j S

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUR
ENERGI DAERAH PROVINSI TAHUN 2021 2050

HARE mmmm‘r ﬁmm
BURGH - mmmm%

mmm_sg - emins




BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

i1,

12.

13.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat,

Pemerintah  Daerah adalah (}ubernur sebagai unsur penyelenggara_ o 3 B

Pemerintahan Daerah yang memlmpm peiaksanaan urusan pememmaham yang s

menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlslngkat DPRD 55 dalah'-_';_.'-"

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota_

di Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutya &isebiﬁ: Difié{s"-‘adélah S

Perangkat Daerah yang menyeienggaral{an urusan pemennt&han d1 b1dang e

energi dan sumber daya mineral.

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapai bes.upa panas, '5

cahaya, mekanika, kimia dan eiektromadnetlka

Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN ada‘iah kebijakan.-_._'___'_..:'_'f';'?'

pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan kei:ahanan '

energi nasional.

Rencana Umum Energi Nasxonal vang selanjuinya c‘iismgkat RUEN adalah
kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energ ‘tmgkat nasmnal o

yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakar Energz Nasmnai e

yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Ener_g1 Na31_c>11_a1.

Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya diSiﬁgkat' fRﬁED P
adalah kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengena1 rencana-'_ _;.';:_ :
pengelolaan energi tingkat Provinsi Kalimantan - Barat’ yang m@rupakaﬂ

penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas -_S‘?ktor-‘%nti%k._' g

mencapai sasaran RUEN.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan‘_'-

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daera_h

Swasta adalah badan usaha yang bukan milik pemerintah..

HARO PERANGHAT DABRAR | o
HUHUM PEMRARAREA ASISTEM Y | SEHDA - |

i




Pasal2

(1) RUED-P memuat paling sedikit: |

a. kondisi energi daerah saat ini Eian di masa mendatang; " : | | .. .

b. penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran eneirgi Daerah bempa ta:rget Yang:__‘;;

ditetapkan dan target yang akan dlcapgu dan o dn g - ”

c. kebijakan dan strategi pengeiolaan energi daemh yang menjabaﬂ«kaﬂ

kebijakan, strategi, kelembagaan mstmmen kebljak:an, dan program"-__ .'.;:
pengembangan energi. : : o s

(2) RUED-P sebagaimana dimaksud pada é;yat (1) harusdnntegrasﬂqandengan

dokumen perencanaan pembangunan:daerah. "

Pasal3
RUED-P berfungsi sebagai pedoman':ﬂﬁtuk:
a. pengelolaan energi di daerah;
b. penyusunan dokumen rencana strategls di daerah e
c. pelaksanaan koordinasi, perencanaan pengembangan dan pemaﬁfaatan energl
lintas sektor di daerah; dan ' e i

d. masyarakat berpartisipasi dalam__ipélaksaﬁéan_ pembangungmda@i

energi.
SISTEMATIKA
Pasal 4
(1} Sistematika RUED-P meliputi: _
a. BAB1 : PENDAHULUAN terdm daﬂ

1. latar beiakang, o
2. ruang lingkup;
3. aspek regulas1 _ S _ _ e
4. posisi dan ke’cerka}tan RUEN RUED 13 ciengan; perencan
Pembangunan nasional dan daera‘h, R |
5. tahapan penyusunan’ RUED P; dan |
6. sistematika penuhsan RUED P. e S
b. BABII : KONDISI ENERGI DAERAH SAAT INI DAN EKS?EKTA__ I M _
MENDATANG, terdiri dari : S

1.isu dan perma'salahan' e‘:ﬂei‘gi; o
2. kondisi energ1 daerah saat ini; dan

3. kondls1 energl daerah dnnasa mendatang

':’g;_.._.

HARD FERANGEAT DARRAN : o T T
HURUM PEMBARAREA AHIBTERT -W%ﬂ-ﬁ oo
- X . : PR
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c. BABINI : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN ENERGI
DAERAH, meliputi : |

penjabaran visi, misi,tujuan dan sasaran yang terdapat
di dalam RUED-P. o
d. BABIV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

terdiri dari :

kebijakan energi daerah;
strategi energi daerah;

kelembagaan energi daerah, dan;

B b

mstrumen kebijakan energi daerah,
e. BABV : PENUTUP meliputi :

kesimpulan.

(2) Isi dan uraian RUED-P sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) tercantur'ﬁ: da}am = |
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari . Peraturan 'Défera];j
ini. | B

(3} Uraian matriks program RUED-P sebagaimana dimaksud pada-.'-aj;afix-(g)

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak ferpiéahkai:"-jdéﬁ: - 'E

Peraturan Daerah ini.

| Pasal 5

Substansi Dokumen RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat -_i‘ericaria.' i

kebutuhan dan pasokan energi daerah Tahun 2021-2050.

BAB 11l - o
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI = - -

Pasal 6

(1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam =~

pelaksanaan RUED-P,

(2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana d'i:maksud*padé;. R

ayat {1) dilakukan oleh Dinas.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan_dé}am"bé_n‘ttik

antara lain:

a. pemberian pedoman pe}aksanélan;
b. sosialisasi;

c. fasilitasi; dan/atau

d. pendidikan dan pelatihan.

HARD PREEANGEAT DABRAN
REC AR -PRMRA RBA

ASISTENT | SEEDA . |




(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat.(g) dilaksan akan Olehf"emngkat Sk
Daerah terkait. _ ey

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanaliaﬁ:-mé}ajui; b
a. pemantauan; dan PR

b. evaluasi.

(6) Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, momtaung dan evaluam ':'f';

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan N

BAB IV
KOORDINASI DAN KERJA SAMA -
(1) Pemerintah Daerah dalam perencanaan energi daﬁ pelaksa_naanRUED-Pdapat
berkoordinasi dengan: ' S e
a. pemerintah pusat;
b. kementerian/lembaga terkait;

¢. pemerintah kabupaten/kota. |

(2) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pelaksanaan
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat .(2) dllakukaﬁdengan S

a. pemerintah daerah provinsi lain; ' Sl
. pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi lain; -
. BUMN, BUMD, Koperasi, BUMDES dan swasta;

o

oo

.lembaga dalam negeri dan/atau luar negeri;
€. perguruan tinggi;
f. lembaga riset; dan

g. masyarakat.

{4} Pelaksanaan kerjasama sebagalmana dimaksud pada ayat (1) daﬁf;. aya

dilaksanakan sesuai dengan keten‘{u:m peraturan’ pez. undang—tmdangan

BAB YV '
HAK DAN PERAN MASYARAKAT

- Pasal 8

(1) Setiap orang berhak memperoleh energi. LTt
(2) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dafiam
RUED-P. | e e
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud paéa 'ayéii: 3(2) dapat dﬂai«;uka:a " :'aiam

bentuk pembeﬂaﬁ gagasan data, dan/atau 11'1formas1 Secam tertuhs

Pm FHAT 1 ﬁﬁﬁ&?ﬁﬁé '1_" | .




BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 9

(1) Periode RUED-P mulai berlaku dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2050.

(2) RUED-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan
dimutakhirkan secara berkala 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai
dengan perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN,

(3) Perubahan target dalam RUED-P ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10
Pembiayaan pelaksanaan RUED-P bersumber pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peratufan

perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan -.Daeréh' o

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat, - |

Ditetapkan di Pontianak _
pada tanggal 16 Septembe? 2021 o R
YGUBERNUR KALIMANTAN BARATM)z =~

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 16 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH

RGINSI KALIMANTAN BARAT,

SUKALIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR .
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 9-154/2021 . -~




PENJELASAN
ATAS o
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR ¢ TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI
TAHUN 2021-2050

1. UMUM

Sektor energi mempunyai peranan penting bagi penmgkatan ekonoml dan__"

ketahanan nasional dan daerah, sehingga pengelolaan eﬁergl yaﬂg mellputi

penyediaan, pemanfaatan dan penguasaan  harus dﬂaksanakan : _.secara"_

berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu _provnjlsl .t_er_iujas i Lt

Indonesia, dalam upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi - -

memerlukan  dukungan ketersediaan sumber energi dan - infrastruktur |

penyediaannya yang memadai.

Dalam pelaksanaan pengelolaan energi untuk rne:menuhl Lebutuhan enm gff R

daerah dibutuhkan suatu perencanaan energi yang  disusun. dalam dokumen’-_f;é 8

Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Penyusunan RUED ini: {ilamanaﬂiaﬁ oleh: i

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang ditetapkan melalm;f' e

Peraturan Daerah, dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor: .-_11___'1‘&11111‘1_-2(}2(3'::}:

tentang Cipta Kerja.

RUED Provinsi Kalimantan Barat disusun menyeluruh dan ‘éemntegrasz deﬁgaﬂ' SE

perencanaan energi tingkat nasional yang tertuang dalam Renca:na Umum Bnergtz.::_'__fi_"_

Nasional (RUEN) dan memperhatikan dokumen perencanaan biciang 1aznnya d:z"".:_f':;

daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Daerah (RPJPD) Reﬂcana:'._'_; S

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Industri |
Provinsi (RPIP), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Zonas;-ﬁ
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kahmantan Barai RUED":
Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku untuk tahun 2021- 2050 dan men;adzf |

pedoman dalam pengelolaan energi daerah.

I1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

RARG PRRANGHAT DAZRAR
HURUM PEMRAKAREA

A e ]

ASISTEN 1 SEREDA - 1




Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b _ . _
Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah menyusun doku'nié'm--_afemcaﬁé’
strategis” diantaranya adalah Pemerintah Daerah meriy'usun: dokd'méﬁ' -:.5 '
rencana sirategis, seperti Rencana Pembangunan J angka Péh}'é_i_ﬁ’g -ﬁééﬁah :

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah - (RPJMID),*-

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), Rencana ﬁTéitéi Ruamg

Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Umum Ketenagalisffikéh : D'éefé}ﬁ_'_.

(RUKD), dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan”:Bélaijxja'_'_'.'D;aefahf._-_'.__;

(APBD).
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal S
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARATNOMOR §




